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ABSTRAK 

 - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 
26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

  - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 26 Tahun 2021. 

  - Dalam Peraturan Daerah ini memuat laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Oprasional. 
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan. 

CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 
2024. 

 


